SALINAN

BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 81 TAHUN 2020

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI KENDAL DI BIDANG PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN

Menimbang

Mengingat

EKONOMI KHUSUS KENDAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

a. bahwa dalam rangka pengelolaan Kawasan Ekonomi Khusus

1.

Kendal telah dibentuk Administrator Kawasan Ekonomi
Khusus Kendal sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa
Tengah selaku Ketua Dewan Kawasan Ekonomi Khusus
Provinsi Jawa Tengah Nomor : 060/26 Tahun 2020 tanggal 15
Juli 2020 tentang Administrator Kawasan Ekonomi Khusus
Kendal Provinsi Jawa Tengah;

.bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Administrator

Kawasan Ekonomi Khusus Kendal bekaitan dengan perizinan
dan nonperizinan yang diperlukan bagi Pelaku Usaha di
Kawasan Ekonomi Khusus Kendal, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 47 jo Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi
Khusus dan Nota Dinas Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kendal tanggal 30
September 2020 Perihal Rancangan Peraturan Bupati Kendal
tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kendal di Bidang
Perizinan dan Nonperizinan kepada Administrator Kawasan
Ekonomi Khusus Kendal di Kabupaten Kendal, perlu
mendelegasikan wewenang Bupati Kendal di Bidang Perizinan
dan Nonperizinan kepada Administrator Kawasan Ekonomi
Khusus Kendal,;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang Bupati
Kendal di Bidang Perizinan dan Nonperizinan kepada
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II
Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik
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10.

11.

Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan

Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5066);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor
12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta;

. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2019 tentang

Kawasan Ekonomi Khusus Kendal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 237, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6432);

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6453);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan
Nasional dan Dewan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 150
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Menetapkan :

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden
Nomor 33 Tahun 2010 tentang Dewan Nasional dan Dewan
Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 277);

12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 199);

13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No.3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1l, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Nomor 158 ) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal
Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
BUPATI KENDAL DI BIDANG PERIZINAN DAN NONPERIZINAN
KEPADA ADMINISTRATOR KAWASAN EKONOMI KHUSUS
KENDAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Bupati adalah Bupati Kendal.

3.Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK
adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk
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menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh
fasilitas tertentu.

4. Administrator adalah bagian dari Dewan Kawasan yang
dibentuk untuk setiap KEK guna membantu Dewan Kawasan
dalam penyelenggaraan KEK.

5.Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal yang
selanjutnya disebut Administrator KEK Kendal adalah
Administrator Kawasan Ekonomi Khusus Kendal yang
dibentuk oleh Dewan Kawasan Provinsi Jawa Tengah.

6. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak,
kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan berusaha,
perizinan lainnya, dan nonperizinan, termasuk
penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.

BAB II
PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI
Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Bupati ini didelegasikan wewenang Bupati
kepada Administrator KEK Kendal.

(2) Wewenang Bupati yang didelegasikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. Izin Prinsip;
. Izin Mendirikan Bangunan;
. Izin Operasional Klinik;
. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
. Izin Lingkungan;

Izin Usaha Toko Swalayan;
. Izin Usaha Industri;
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. Surat Izin Usaha Perdagangan,;

e

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
Tanda Daftar Gudang;
. Izin Operasional Koperasi;

Izin Penyelenggaraan Reklame;
m. Izin Kepariwisataan; dan
n. Sertifikasi Laik Fungsi;

Pasal 3

Lingkup wewenang Administrator KEK Kendal sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 berlaku untuk permohonan penerbitan
dokumen perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh pelaku
usaha yang melakukan kegiatan usahannya di KEK Kendal.

Pasal 4

Dalam pelaksanaan wewenang yang didelegasikan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), Administrator KEK Kendal
menerbitkan dokumen perizinan dan nonperizinan dengan atas
nama Bupati.
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BAB III
PELAPORAN
Pasal 5

Administrator KEK Kendal wajib melaporkan pelaksanaan
wewenang yang didelegasikan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) kepada Bupati paling sedikit setiap bulan atau
sewaktu-waktu apabila diminta oleh Bupati.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

(1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka
penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan bagi
pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di KEK
Kendal, yang semula menjadi kewenangan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Kendal beralih menjadi kewenangan
Administrator KEK Kendal.

(2) Peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
paling lambat terhitung mulai tanggal 2 Januari 2021.

BAB YV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
Pada tanggal 12 Nopember 2020

BUPATI KENDAL,

cap ttd
MIRNA ANNISA
Diundangkan di Kendal Sé&iﬁéﬁ*sqsuai dengan aslinya,
Pada tanggal 12 Nopember 2020 S KEPALA'‘BAGIAN HUKUM
KABUPATEN KENDAL, c " V) | ﬂ
v
cap ttd . NUR'EUAD, S.H., M.H.
MOH. TOHA Pembina Tk I

NIP:--19700215 199003 1 006
BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2020 NOMOR 81
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